
 

 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA R.I 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2016  

TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

I. UMUM 

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah 

satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan penegakan hukum. 

Kejaksaan Republik Indonesia telah memiliki jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. Namun, mengingat ada beberapa jenis penerimaan 

Kejaksaan yang belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut 

dan belum diatur mengenai tarif atas jenis penerimaan tersebut, maka 

dipandang perlu untuk mengatur jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia 

dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan penerimaan fungsional dari 

tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum, yang 

berasal dari dan/atau akibat adanya putusan pengadilan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan hakim sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan 

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada 

jaksa dan/atau penuntut umum untuk melaksanakan penetapan hakim 

dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

serta terkait tugas dan fungsi Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan 

kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam persidangan (litigasi) 

maupun di luar persidangan (non litigasi) untuk dan atas nama Negara 

atau Pemerintah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Ayat (1) 

Huruf a 

Uang pengganti tindak pidana korupsi merupakan pidana 

tambahan yang harus dibayar oleh terpidana korupsi, 

termasuk uang dan/atau barang yang berasal dari hasil 

gugatan perdata dalam persidangan (litigasi) maupun di 

luar persidangan (non litigasi) oleh jaksa pengacara negara 

dalam perkara tindak pidana korupsi untuk pemulihan 

kerugian keuangan negara. 

Huruf b 

Biaya perkara tindak pidana korupsi merupakan 

pembebanan dan penentuan biaya yang harus dibayar 

sebesar yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Huruf c 

Denda tindak pidana merupakan pidana pokok yang harus 

dibayar oleh terpidana dengan jumlah dan dalam jangka 

waktu yang ditentukan serta ditetapkan dalam putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Huruf d 

Denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan 

pidana pokok yang harus dibayar oleh pelanggar sejumlah 

yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, termasuk sisa 

uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh 

pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas. 

Huruf e 

Denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah 

merupakan pidana pokok yang harus dibayar oleh 

pelanggar sejumlah yang ditetapkan dalam putusan 

pengadilan. 

Huruf f 

Uang rampasan negara merupakan uang sitaan/barang 

bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, kecuali uang rampasan negara yang berasal 

dari perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, 

termasuk hasil pendapatan selama uang sitaan/barang 

bukti tersebut dikelola. 

Huruf g 

Uang rampasan negara yang berasal dari Tindak Pidana 

Korupsi merupakan uang sitaan/barang bukti perkara 

tindak pidana korupsi yang dinyatakan dirampas untuk 

negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk hasil 

pendapatan selama uang sitaan/barang bukti tersebut 

dikelola. 

Huruf h 

Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana 

pencucian uang merupakan uang sitaan/barang bukti 

perkara tindak pidana pencucian uang yang dinyatakan 

dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk 

hasil pendapatan selama uang sitaan/barang bukti 

tersebut dikelola. 
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